PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576, Telepon (0545) 4043841 — 4043704
Fax (0545) 4043843. Website : www.kutaibaratkab.go.id
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Kepada Yth. : Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bagian Umum

Tanggal : 15 April 2019

Nomor : 090/650/UM-TU.P/IV/2019

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Halaman

Perihal : Usulan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Proses
Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ Pada Diskominfo Kota
Samarinda

A. Persoalan

Dengan  ditetapkannya Identifikasi Kebutuhan Barang
Kabupaten Kutai Barat Paket Pengadaan Barang Layar LED
Gedung ATJ dengan nomor dokumen 027/575/UMUM/I11/2019
Tanggal 27 Maret 2019 dipandang perlu untuk melanjutkan
tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) yang sesuai dengan
asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014).

B. Pra-Anggapan

Berdasarkan hasil pencarian yang merupakan analisis pasar
pada dokumen identifikasi kebutuhan terdapat 183 (seratus
delapan puluh tiga) produk terkait video wall yang dapat dipantau di
katalog LKPP, jumlah produk ini semakin bervariasi bila melihat
produk yang tidak termasuk dalam katalog elektronik.

Struktur pasar monopolistik ini dalam kaitannya terhadap
ketersediaan jumlah dan jenis barang, juga akan berpengaruh
pada proses kelanjutan dari pengadaan barang/jasa pada paket ini,
kelanjutannya tidak hanya akan berpengaruh kepada metode
pelaksanaan pekerjaan dan proses-proses penyelesaian
pekerjaan, namun juga proses pendahulunya, mulai dari
perencanaan maupun persiapan, khususnya bila memperhatikan
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for
money) yang menjadi amanat dari Perpres 16/2018.

C. Fakta
1. Berdasarkan Pasal 6 UU 30/2014 ayat (2) huruf a, pejabat
pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan, pengambil
keputusan, dan /atau tindakan harus dilaksanakan dengan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

AUPB;

2. Terkait dengan AUPB terdapat asas kepastian hukum,
kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak



menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan
umum, dan pelayanan yang baik;

3. Selain AUPB, dilaksanakan juga proses pengadaan barang/jasa
pemerintah melalui Perpres 16/2018 dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait, meliputi Peraturan Lembaga
Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun
2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan barang/jasa
Pemerintah (PerLKPP 7/12018) dan PerLKPP Nomor 9 tahun
2018 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan barang / jasa
Pemerintah melalui Penyedia.

4. Perencanaan Pengadaan terdiri atas :

a. Penyusunan Perencanaan Pengadaan, berupa dokumen
RKA dan DPA Kegiatan;

b. Identifikasi Kebutuhan berupa dokumen Identifikasi
Kebutuhan Barang Kabupaten Kutai Barat Paket
Pengadaan Barang Layar LED Gedung ATJ dengan
nomor dokumen 027/575/UMUM/III/2019 Tanggal 27
Maret 2019;

c. Penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa,
jadwal  pengadaan barang/jasa, dan anggaran
pengadaan barang/jasa melalui Rencana Umum
Pengadaan telah diumumkan pada tanggal 14 Februari
2019.

d. Dengan adanya identifikasi kebutuhan  yang
menghasilkan variasi dari produk yang cukup beragam,
dan kemungkinan proses pengadaan barang/jasa, maka
diperlukan  kunjungan pengumpulan data pada
Pemerintah Daerah lain yang pernah melaksanakan
kegiatan sejenis, yaitu pada Pemerintah Kota
Samarinda, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi
Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.

e. Pada Tahapan Perencanaan Pengadaan, lingkup
tahapan lainnya yang masih memerlukan pengumpulan
data tersebut adalah

i. Penetapan barang/jasa
1. Jenis
2. Potensi Integrasi dengan jenis lainnya
3. Kodefikasi berdasarkan KBKI
ii. Cara Pengadaan Barang/Jasa
1. Penetapan Cara
2. Penetapan hasil penyusunan spesifikasi

teknis

3. Penetapan penyusunan perkiraan biaya

4. Penetapan pemaketan pengadaan
barang/jasa

5. Konsolidasi pengadaan barang/jasa (jika
diperlukan)

6. Biaya pendukung (jika diperlukan)
ii. Jadwal Pengadaan Barang/Jasa
iv. Rencana Umum Pengadaan
f. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia
i. Persiapan



ii. Persiapan pemilihan

iii. Pelaksanaan pemilihan

iv. Pelaksanaan kontrak

v. Serah Terima Hasil Pekerjaan

D. Analisis

Berdasarkan fakta yang telah disebutkan diatas maka
diperlukan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait guna
pengumpulan informasi tersebut untuk dapat dilakukan
pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pada, PPK Kegiatan
pengadaan barang/jasa yang ditunjuk dengan Berdasarkan
Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor
900/PPK,PPTK,PPK-SKPD,PP,PEMB.BEND.P/UM-TU.P/I/2019
tanggal 02 Januari 2019 telah menghubungi Bapak Pramuji dari
Diskominfo Samarinda melalui nomor telepon seluler +62 852-
5036-0808, status jabatan dari pekerjaan sejenis di Diskominfo
Samarinda adalah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan
informasi dari UKPBJ Pemkot Samarinda, diharapkan dari
kunjungan kepada PPK tersebut diatas dapat diketahui lebih detil
tentang hal-hal yang diperlukan selama proses pengadaan tersebut
berjakan.

Berikut ini adalah daftar personil yang ditugaskan
Tabel 1

Daftar Pelatihan dan Personil Yang ditugaskan

No Nama

NIP

Jabatan

Keterangan

1 Yudianto Rihartono,
S.T.M.Si

19760723 201001 1 008

Kepala Bagian
Umum

Kuasa Pengguna
Anggaran Bagian
Umum

2 Christian Gamas,
S.T. MM

19850908 201101 1 004

Kepala Sub-Bagian
Perencanaan dan
Pembinaan

Bagian pengadaan
Barang dan Jasa

Pejabat Pembuat
Komitmen Paket
Layar LED Gedung
ATJ

3 Walicarles, S.H

19750430 201212 1 001

Kepala Sub-Bagian
Rumah Tangga dan
Perlengkapan
Bagian Umum

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
Paket Layar LED
Gedung ATJ

4 Yuvensius Nggala Parera

Staf Sub-Bagian
Perencanaan dan
Pembinaan
Bagian pengadaan
Barang dan Jasa

Staf

Keseluruhan personil diatas akan mengunjungi Diskominfo Kota
Samarinda selama 3 (Tiga) hari mulai tanggal 22 April 2019 hingga
tanggal 24 April 2019.
. Kesimpulan

Menugaskan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja
Kontrak dengan paparan sebagaimana disebutkan pada Tabel 1
diatas.

. Saran

Beban biaya yang ditimbulkan dalam rangka kebutuhan
akomodasi, transportasi, dan kontribusi dalam mengikuti kegiatan
tersebut diatas dibebankan kepada DPA-SKPD Bagian Umum.



Demikian disampaikan untuk diketahui, mohon arahan dan persetujuan
bapak Sekretaris Daerah untuk menugaskan staf tersebut diatas, atas

perhatian dan kerjasamanya kearah ini diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Umum,
Sekretariat Daerah Kabypaten Kutai Barat

Yudian ihartono, S.T.,M.Si
NIP. 19760723 201001 1 008

Paraf Hirarki

Perencanaan dan Pembinaan

Kepala Sub-Bagian /
/ PPK /)

Kepala Sub-Bagian Rumah
Tangga dan Perlengkapan /
PPTK




Demikian disampaikan untuk diketahui, mohon arahan dan persetujuan
bapak Sekretaris Daerah untuk menugaskan staf tersebut diatas, atas

perhatian dan kerjasamanya kearah ini diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Umum,
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat

Yudianto-Rihartono, S.T.,M.Si
NIP. 19760723 201001 1 008




